PEMERINTAH KABUPATEN MALANG

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MALANG

NOMOR 9 TAHUN 2012
TENTANG

PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH

TAHUN ANGGARAN 2012

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Menimbang : a.
b.
Mengingat o 1.
2
3.
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BUPATI MALANG,

bahwa sehubungan perkembangan yang tidak sesuai dengan
asumsi kebijakan umum Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah, keadaan yang menyebabkan pergeseran antar unit
organisasi, antar kegiatan dan antar jenis belanja, keadaan yang
menyebabkan sisa lebih tahun anggaran sebelumnya harus
digunakan untuk pembiayaan dalam tahun anggaran berjalan,
maka perlu dilakukan Perubahan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012;

bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam
huruf a, maka perlu menetapkan Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 dengan
Peraturan Daerah;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan

Daerah-daerah Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 41),
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2
Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965
Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2730);

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan
Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan
Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999
Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3851);



4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003
Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4286);

5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan
Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4355);

6. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan,
Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

7. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem
Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004
Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4437), sebagaimana telah diubah terakhir dengan
Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4844);

9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan
Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);

10.Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5049);

11.Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5234);

12.Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan
Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4416), sebagaimana telah diubah terakhir
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2007 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 47, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4712);
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13.Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);

14.Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana
Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4575);

15.Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem
Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4576), sebagaimana telah diubah
dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5155);

16.Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang
Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4578);

17.Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2005 tentang Pedoman
Penyusunan dan Penerapan Standar Pelayanan Minimal
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 150,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4585);

18.Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 4593);

19.Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan
Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 4614);

20.Peraturan Pemerintah Nomor 3 Tahun 2007 tentang Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Pemerintah,
Laporan Keterangan Pertanggungjawaban Kepala Daerah kepada
Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, dan Informasi Laporan
Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah kepada Masyarakat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 19,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4693);
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21.Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang
Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4738);

22.Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 2008 tentang Pendanaan
dan Pengelolaan Bantuan Bencana (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 43, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4829);

23.Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan
Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2009 Nomor 18, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4972);

24.Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara
Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah
dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5161);

25. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar
Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 5165);

26.Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2011 tentang Pinjaman
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011
Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5219);

27.Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah
Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012
Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5272);

28.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang
Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri
Nomor 21 Tahun 2011;

29.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 24 Tahun 2009 tentang
Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD,
Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban
Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik;

30.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 22 Tahun 2011 tentang
Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah Tahun Anggaran 2012;
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31.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2004
tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan
Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2004 Nomor 4/A), sebagaimana telah
diubah terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Malang
Nomor 5 Tahun 2007 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2007 Nomor 2/A);

32.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 23 Tahun 2006
tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran
Daerah Kabupaten Malang Tahun 2006 Nomor 6/A),
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten
Malang Nomor 6 Tahun 2010 (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 4/A);

33.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 7 Tahun 2008
tentang Perencanaan Pembangunan Daerah (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2008 Nomor 4/E);

34.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 8 Tahun 2010
tentang Pajak Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2010 Nomor 1/B);

35.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 9 Tahun 2010
tentang Retribusi Perizinan Tertentu (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2010 Nomor 1/C);

36.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 10 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Umum (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 2/C);

37.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 11 Tahun 2010
tentang Retribusi Jasa Usaha (Lembaran Daerah Kabupaten
Malang Tahun 2010 Nomor 3/C);

38.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2011
tentang Pembentukan Dana Cadangan (Lembaran Daerah
Kabupaten Malang Tahun 2011 Nomor 2/A);

39.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 1 Tahun 2012
tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 1/A);

40.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 4 Tahun 2012
tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2011
(Lembaran Daerah Kabupaten Malang Tahun 2012 Nomor 2/A);
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41.Peraturan Daerah Kabupaten Malang Nomor 6 Tahun 2012
tentang Penyertaan Modal Daerah pada PT. Bank Pembangunan
Daerah Jawa Timur Tbk (Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 3/A);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MALANG
dan
BUPATI MALANG

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2012.

Pasal 1

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012 semula berjumlah
Rp. 2.042.114.947.484,00 bertambah sejumlah Rp. 146.773.488.571,64 sehingga
menjadi Rp. 2.188.888.436.055,64 dengan rincian sebagai berikut:

1. Pendapatan

a. Semula Rp. 2.042.114.947.484,00
b. Bertambah Rp. 146.773.488.571,64
Jumlah Pendapatan setelah perubahan Rp. 2.188.888.436.055,64
2. Belanja
a. Semula Rp. 2.157.429.275.048,00
b. Bertambah Rp. 186.378.418.521,30
Jumlah Belanja setelah perubahan Rp. 2.343.807.693.569,30
Surplus/(Defisit) setelah perubahan Rp. (154.919.257.513,66)

3. Pembiayaan
a. Penerimaan

1) Semula Rp. 136.703.511.919,00
2) Bertambah Rp. 28.692.714.229,23
Jumlah Penerimaan setelah perubahan Rp. 165.396.226.148,23
b. Pengeluaran
1) Semula Rp. 37.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.680.340.000,00
Jumlah Pengeluaran setelah perubahan Rp.  39.180.340.000,00
Jumlah Pembiayaan netto setelah perubahan Rp. 126.215.886.148,23

Sisa lebih pembiayaan anggaran setelah perubahan
Rp. (28.703.371.365,43)
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Pasal 2

(1) Pendapatan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Pendapatan Asli Daerah
1) Semula Rp. 154.258.004.906,00
2) Bertambah Rp. 22.379.107.804.64

Jumlah Pendapatan Asli Daerah setelah perubahan Rp  176.637.112.710,64

b. Dana Perimbangan

1) Semula Rp. 1.525.542.532.134,00

2) Bertambah Rp. 3.746.726.381,00

Jumlah Dana Perimbangan setelah perubahan Rp 1.529.289.258.515,00
c. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

1) Semula Rp. 362.314.410.444,00

2) Bertambah Rp. 120.647.654.386,00

Jumlah Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah setelah

perubahan Rp. 482.962.064.830,00
(2) Pendapatan Asli Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis pendapatan:
a. Pajak Daerah

1) Semula Rp. 51.342.000.000,00

2) Bertambah Rp. 3.865.000.000,00

Jumlah Pajak Daerah setelah perubahan Rp. 55.207.000.000,00
b. Retribusi Daerah

1) Semula Rp. 37.627.300.000,00

2) Bertambah Rp. 12.806.599.316,00

Jumlah Retribusi Daerah setelah perubahan Rp. 50.433.899.316,00
c. Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan

1) Semula Rp. 11.684.066.406,00

2) Berkurang Rp. (1.123.468.794,37)

Jumlah Hasil pengelolaan kekayaan daerah yang

dipisahkan setelah perubahan Rp. 10.560.597.611.63
d. Lain-lain pendapatan asli daerah yang sah

1) Semula Rp. 53.604.638.500,00

2) Bertambah Rp. 6.830.977.283,01

Jumlah lain-lain pendapatan asli daerah setelah

perubahan Rp. 60.435.615.783,01

(3) Dana perimbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis

pendapatan:
a. Dana Bagi Hasil Pajak/Bagi Hasil Bukan Pajak

1) Semula Rp. 125.692.305.134,00

2) Bertambah Rp. 3.746.726.381,00

Jumlah Dana bagi hasil setelah perubahan Rp. 129.439.031.515,00
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b.

Dana Alokasi Umum

1) Semula Rp. 1.281.612.867.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Umum setelah perubahan Rp. 1.281.612.867.000,00
Dana Alokasi Khusus

1) Semula Rp. 118.237.360.000,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Dana Alokasi Khusus setelah perubahan Rp. 118.237.360.000,00

(4) Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c terdiri dari jenis pendapatan:

a.

Hibah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah Pendapatan Hibah setelah perubahan Rp. 0,00
Dana Darurat

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah Dana Darurat setelah perubahan Rp. 0,00

Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 109.229.142.444,00

2) Bertambah Rp. 9.613.169.386,00

Jumlah Dana Bagi Hasil Pajak dari Provinsi dan

Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan Rp. 118.842.311.830,00
. Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

1) Semula Rp. 184.326.528.000,00

2) Bertambah Rp. 110.984.485.000,00

Jumlah Dana Penyesuaian dan Otonomi Khusus

setelah perubahan Rp. 295.311.013.000,00

Bantuan Keuangan dari Provinsi atau dari Pemerintah Daerah lainnya

1) Semula Rp. 68.758.740.000,00

2) Bertambah Rp. 50.000.000,00

Jumlah Bantuan Keuangan dari Provinsi atau
dari Pemerintah Daerah lainnya setelah perubahan  Rp. 68.808.740.000,00

Pasal 3

(1) Belanja Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:

a.

Belanja Tidak Langsung

1) Semula Rp. 1.345.199.415.094,00

2) Bertambah Rp. 110.668.788.600,00

Jumlah Belanja Tidak Langsung setelah perubahan  Rp. 1.455.868.203.694,00
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b. Belanja Langsung

1) Semula Rp. 812.229.859.954,00

2) Bertambah Rp. 75.709.629.921,30

Jumlah Belanja Langsung setelah perubahan Rp. 887.939.489.875,30

(2) Belanja Tidak Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari

jenis belanja:
a. Belanja Pegawali

1) Semula Rp 1.120.010.056.394,00

2) Bertambah Rp. 105.290.539.800,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 1.225.300.596.194,00
b. Belanja Bunga

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bunga setelah perubahan Rp. 0,00
c. Belanja Subsidi

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah Belanja Subsidi setelah perubahan Rp. 0,00
d. Belanja Hibah

1) Semula Rp. 48.581.509.000,00

2) Bertambah Rp. 2.866.432.000,00

Jumlah Belanja Hibah setelah perubahan Rp. 51.447.941.000,00
e. Belanja Bantuan Sosial

1) Semula Rp. 62.160.440.000,00

2) Bertambah Rp. 2.956.830.000,00

Jumlah Belanja Bantuan Sosial setelah perubahan Rp. 65.117.270.000,00

Belanja Bagi Hasil kepada Provinsi/Kabupaten/Kota dan Pemerintahan Desa

1) Semula Rp. 15.239.841.700,00

2) Berkurang Rp. (445.013.200,00)

Jumlah Belanja Bagi Hasil setelah perubahan Rp. 14.794.828.500,00
Belanja Bantuan Keuangan kepada Provinsi/Kab/Kota dan Pemerintahan Desa
1) Semula Rp. 96.707.568.000,00

2) Berkurang Rp. 0,00

Jumlah Belanja Bantuan Keuangan setelah perubahan
Rp. 96.707.568.000,00

. Belanja Tidak Terduga
1) Semula Rp. 2.500.000.000,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah Belanja Tidak Terduga setelah perubahan Rp. 2.500.000.000,00
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(3) Belanja Langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
belanja:

a. Belanja Pegawai

1) Semula Rp. 63.320.691.050,00

2) Bertambah Rp. 7.665.196.357,00

Jumlah Belanja Pegawai setelah perubahan Rp. 70.985.887.407,00
b. Belanja Barang dan Jasa

1) Semula Rp. 315.155.099.530,00

2) Bertambah Rp. 26.390.072.293,30

Jumlah Belanja Barang dan Jasa setelah perubahan Rp. 341.545.171.823,30

c. Belanja Modal

1) Semula Rp. 433.754.069.374,00

2) Bertambah Rp. 41.654.361.271,00

Jumlah Belanja Modal setelah perubahan Rp. 475.408.430.645,00
Pasal 4

(1) Pembiayaan Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 terdiri dari:
a. Penerimaan Pembiayaan sejumlah
1) Semula Rp. 136.703.511.919,00
2) Bertambah Rp. 28.692.714.229,23
Jumlah Penerimaan Pembiayaan setelah perubahan Rp. 165.396.226.148,23

b. Pengeluaran Pembiayaan sejumlah
1) Semula Rp. 37.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 1.680.340.000,00
Jumlah Pengeluaran Pembiayaan setelah perubahan Rp. 39.180.340.000,00

(2) Penerimaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari jenis
pembiayaan:

a. SILPA tahun anggaran sebelumnya sejumlah

1) Semula Rp. 136.703.511.919,00

2) Betambah Rp. 28.692.714.229,23

Jumlah SILPA tahun anggaran sebelumnya setelah

perubahan Rp. 165.396.226.148,23
b. Pencairan Dana Cadangan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah Pencairan Dana Cadangan sebelumnya setelah

perubahan Rp. 0,00
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c. Hasil penjualan kekayaan daerah yang dipisahkan sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah hasil penjualan kekayaan daerah setelah

perubahan Rp. 0,00
d. Penerimaan pinjaman daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00

Jumlah penerimaan pinjaman daerah setelah

perubahan Rp. 0,00
e. Penerimaan kembali pemberian pinjaman sejumlah

1) Semula Rp. 0,00

2) Bertambah Rp. 0,00

Jumlah penerimaan kembali setelah perubahan Rp. 0,00

f. Penerimaan piutang daerah sejumlah

1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah penerimaan piutang setelah perubahan Rp. 0,00

(3) Pengeluaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari jenis
pembiayaan:
a. Pembentukan dana cadangan sejumlah
1) Semula Rp. 10.000.000.000,00
2) Bertambah/berkurang  Rp. 0,00
Jumlah pembentukan dana cadangan setelah perubahan
Rp. 10.000.000.000,00
b. Penyertaan modal (investasi) pemerintah daerah sejumlah
1) Semula Rp. 27.500.000.000,00
2) Bertambah Rp. 680.340.000,00
Jumlah penyertaan modal (investasi) setelah perubahan
Rp. 28.180.340.000,00

c. Pembayaran pokok utang sejumlah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah Rp. 1.000.000.000,00
Jumlah pembayaran pokok utang setelah perubahan Rp. 1.000.000.000,00

d. Pemberian pinjaman daerah sejumlah
1) Semula Rp. 0,00
2) Bertambah/berkurang Rp. 0,00
Jumlah pemberian pinjaman setelah perubahan Rp. 0,00
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Pasal 5

Uraian lebih lanjut Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 1, tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak
terpisahkan dari Peraturan Daerah ini, terdiri dari:

1. Lampiran | Ringkasan Perubahan APBD;

2. Lampiran Il Ringkasan Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah dan Organisasi;

3. Lampiran 11l Rincian Perubahan APBD menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Pendapatan, Belanja dan Pembiayaan,;

4. Lampiran IV Rekapitulasi Perubahan Belanja menurut Urusan Pemerintahan
Daerah, Organisasi, Program dan Kegiatan;

5. Lampiran V Rekapitulasi Perubahan Belanja Daerah untuk Keselarasan dan
Keterpaduan Urusan Pemerintahan Daerah dan Fungsi dalam
Kerangka Pengelolaan Keuangan Negara;

6. Lampiran VI Daftar Perubahan Jumlah Pegawai per Golongan dan
per Jabatan;

7. Lampiran VII Daftar Piutang Daerabh;

8. Lampiran VIII  Daftar Penyertaan Modal (Investasi) Daerah;

9. Lampiran 1X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Tetap
Daerah;

10. Lampiran X Daftar Realisasi Penambahan dan Pengurangan Aset Lainnya;

11. Lampiran XI Daftar Kegiatan-kegiatan Tahun Anggaran Sebelumnya yang

Belum Diselesaikan dan Dianggarkan Kembali dalam Tahun
Anggaran ini;

Daftar Dana Cadangan Daerah; dan

Daftar Pinjaman Daerah.

12. Lampiran Xl
13. Lampiran Xl

Pasal 6

(1) Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun
Anggaran 2012 diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

(2) Apabila dalam pelaksanaan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah
Tahun Anggaran 2012 terdapat kebijakan Pemerintah dan atau Pemerintah Provinsi
Jawa Timur, seperti kebijakan terkait dengan dana transfer termasuk bantuan
keuangan yang petunjuk teknisnya telah ditetapkan secara khusus, diatur lebih lanjut
dalam perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

(3) Perubahan Peraturan Bupati sebagaimana dimaksud pada ayat (2) wajib untuk
segera diberitahukan kepada Pimpinan DPRD, yang selanjutnya ditampung pada
Laporan Realisasi Anggaran dalam Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban
Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2012.

(4) Pelaksanaan Program dan Kegiatan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (2)
diawali dengan penyusunan Rencana Kerja dan Anggaran (RKA) oleh Satuan Kerja
Perangkat Daerah (SKPD) berkenaan.
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Pasal 7

(1) Dalam keadaan darurat dan keperluan mendesak, Bupati dapat melakukan
pengeluaran dengan menggunakan belanja tidak terduga sebagaimana dimaksud
dalam Pasal 3 ayat (2) huruf h.

(2) Apabila alokasi belanja tidak terduga tidak mencukupi, Bupati dapat:

a. menggunakan dana dari hasil penjadwalan ulang capaian target kinerja Program
dan Kegiatan lainnya dalam Tahun Anggaran 2012;

b. memanfaatkan uang kas daerah yang tersedia.

(3) Penggunaan dan pemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan
dengan Keputusan Bupati dan diberitahukan kepada DPRD paling lama 1 (satu)
bulan terhitung sejak keputusan dimaksud ditetapkan yang selanjutnya ditampung
dalam perubahan Peraturan Daerah ini.

(4) Kriteria keadaan darurat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. bukan merupakan kegiatan normal bagi aktivitas Pemerintah Daerah dan tidak
dapat diprediksikan sebelumnya, serta tidak diharapkan terjadi secara berulang
seperti penanggulangan bencana pada saat tanggap darurat dan/atau paska
bencana;

b. berada di luar kendali dan pengaruh Pemerintah Daerah, demi terciptanya
stabilitas penyelenggaraan pemerintahan.

(5) Kriteria keperluan mendesak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah:

a. memiliki dampak yang signifikan terhadap anggaran dalam rangka pemulihan
yang disebabkan oleh keadaan darurat;

b. keperluan mendesak lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian
yang lebih besar bagi masyarakat dan Pemerintah Daerah.

Pasal 8
Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Malang.
Ditetapkan di Malang
pada tanggal 11 Oktober 2012
BUPATI MALANG,

Ttd.

H. RENDRA KRESNA
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Diundangkan di Malang
pada tanggal 12 Oktober 2012

SEKRETARIS DAERAH

Ttd.

ABDUL MALIK
NIP. 19570830 198209 1 001

Lembaran Daerah Kabupaten Malang
Tahun 2012 Nomor 4/A
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